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* Lampiran 1 : Undang-Undang No 10 tahun 1994 pasal 6

“Pasal 6

(1} Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalany negeri dan benluk usaha
tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brute dikurangi: '
a. blaya untuk mendapatkan. menagih, dan memelihara penghasilan. termasulk

biava pembeliun bahan, blaya berkenaan dengan pekerfaan alau jasa leniasuk
upah, gaji, honorarium. bonus, gratiftkasl, dan lunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang. bunga. sewa. royalll. biaya perjalanan, biaya pengelahan limbah.
piutang yang nyala-nyata tidak dapat ditaglh. premi asuransi, biaya
administrasi. dan pajak kecuali Pajak Penghasilan:

b.  penyusulan alas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (salu) tahun sebagalmana dimaksud dalam Pasal
11 dan Pasal 11A;

¢ luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menleri .
Keuangan;

d.  Kkerugian karena penjualan alau penagihan harla yang dinlikl dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapallkan, menagih. dan
memelihara penghasllan;

Reruglan darf sells{h kurs mata uang asing;

biaya penelilian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

biaya beasiswa. magang, dan pelatthan. {

Piutang yang nyata-nyala lidak dapat ditaglh, dengan syaral:

1)  telah dibebankan sebagai blaya dalam laporan laba rugi komersial;

2}  telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN} alau adanya perjanjlan
terlulis mengenai penghapusan plutang/pembebasan utang antara
kreditur dengan debitur yang bersangkutlan;

3]  telah dipublikasikan dalam penerbltan umum atau khusus: dan

TR

4)  Wajlb Pajak harus menyerahkan daftar plutang yang tidak dapat ditaglh
kepada DirekturJenderal Pajak. yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Apabila penghasilan bruto sctelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) didapat keruglan, malka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan
mulal tahun pajak berikutnya berturut-turut sampal dengan's {lima} tahun.

{3] Kepada orang pribadi sebagai Walib PaJak dalam negeri diberikan pengurangan
berupa Penghasllan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



Lampiran 2 : Undang-Undang No 10 Tahun 1994 pasal 9

(1

(2)

“Pasal 9

untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri
dan bentuk usaha telap tidak boleh dikurangkan:
a.

pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun sepertl dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pentegang
polis, dan pembagian sisa hasil usala koperask

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadl pemegang
saham, sekutu, atau angdota:

pembentukan atau pelnupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang lak
tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha cdengan hak opsi. cadzangan
untuk usaha asuransi. dun cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan, yang ketentuan dan syaral-syaratnya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan;

premi asuransi kesehatan. asuransi lkecelakaan. asuransi Jivwa, asuransi

dwiguna, dan asuransi bea siswa. yang dibayar eleh Wajib Pajak orang pribadi. =

kecuali jlka dibayar oleh pemberi kerja dan preml tersebut dihitung sebagai
penghasllan bagi Wafib Pajak yang bersangkutan;

penggantian atau imbalan sechubungan dengan pekerfaan atau Jasz vang
diberikan dalam bentuk natura dan kenilunatan. kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagl seluruh pegawal serla penggantian atau Imbalan dalam
Lentuk natura dan kenflonatan di daerah terlentu dan yang berkaitan cengan
petaksanaan pekerjaan, yand ditetapkan dengan kepuiusan Menterd Keuangan:
Jumiah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagal imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan:

harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warjsan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hurul a dan hurul b, kecuall zakat alas
penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wafib Pajak orang pribadi
pemeluk agama [slam dan atau Wajib Pajak badan dalam negerl yang dimiliki
oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh Peimnerintah:

Pajak Penpghasitan;

blaya yang dibebankan atau dikeluarkan uniuk kepenlingan pribadi Wajib Pajak
alau orang yang menjadi langgungannya;

gajl yang dibayarkan kepada anggota persekutuan flrma, atau perscroa.n
komandlter yang modalnya tidak terbagi atas saham;

sanksi administrasl berupa bunga, denda, dan kenalkan serta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dl
bidang perpafakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan. menagih, dan memellhara penghasilan yang
mempunyal masa manfaat lebih darl 1 (satu) tahun tldak dibeiehkan untuk
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalul penyusutan atau amortisas!
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.”
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Lampiran 3 : Undang-Undang No 10 Tahun 1994 pasal 10

)

(2)

(3)

(4)

(5}

{6}

“FPasal 10

Harga perolchan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak
dipengaruhl hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayal [4)
adalah Jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila
terdapat hubungan istlmewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau
diterima.

Nllaj perolehan atau nilal penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta adalah
Jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Nilal perolehan atau pengalihan harla yang dlalihkan dalam rangka likuidasi,
penggabungan. peleburan. pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
adalah Jumlah yang seharusnya dikeluarkan alau diterima berdasarkan harga pasar,
keecuali ditetapkan lain oleh Menterd Keuangan.

Apablia terjadi pengallhan harta:

a. yang memenuhl syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) hurufa
dan huruf b. maka dasar penilalan bagi yang menerlma pengalihan sama
dengan nilai sisa buku dari plhak yang melakukan pengalthan atau nilal yang
ditetapkan oleh Direklur Jenderal Pajak:

b, yang tidak memenuhl syarat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (3]
hurul a. mala dasar penilalan bagi yang menerima pengalihan sama dengan
nilaj pasar darl harta tersebut.

Apablla terjadi pengalihan harla scbagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3}
hurul e, maka clasar penilalan harta bagi badan yang menerima pengalihan sama
dengan nilal pasar dari harta terscbut.

Persediaan dan pemakalan persediaan untuk penghitungan harga pekok dinllai
berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rala-rata atau dengan cara
mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.”




Lampiran 4 : Undang-Undang No 10 Tahun 1994 pasal 11

(1]

(2)

(3

(4l

(5)

(6]

“Pasal 11

Penyusulan alas pengeluaran untul pembelian, pendician. penambahan. perbaikan,
atau perubahan harta henvujud. kecuali tanah yang berstatus halc milik, hak #una
bangunan, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk nendapatkan, menagih.
dan memelihara penghasilan yang mempunyal masa manlaat lebil dari | (salu)
tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang
telah ditenlukan bagl haria tersebul.

Penyusutan alas pengeluaran harta berwujud sebagalmana dimaksud dalam ayat
(1] sclain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang nicnucun
sclama masa manfal, yang dihllung dengan carn menerapkan {aril penvusitan
atas nflai sisa buku. dan pada akhir masa manfaal nilai sisa bulia discsuiban
sekaligus. dengan syarat dilakultan secara (aatl asas.

Pemyusutan dlimulai pada bulandilakukannya pengeluaran kecuali untul haria vang
masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulal pada bulan selesiinva
pengerfaan harla tersebul.

Dengan perselujuan Direklur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukar:
pemyvusulan mulaf pada bulan harta tersebul digunakan untuk mendapatkan.
menagily, dan memelihara penghasilan alau pada bulan harla yang bersagautar
mulai menghasilkan, §

Apabfla Wajib Pajak melakukan penflaian kemball aktlva berdasarkan keientuarc
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. maka dasar penyusutan atas hanz adalal:
selelah dilakukan penilaian kembalf aktiva lersebul.

Untuk menghitung penyusufan, masa manfaat dan tanf penyusutan harta bensujud
ditetapkan schagai berikut:

Taril Penyusiian

Kclompok Harla Berwujud Masa Manfaat | scbagaimana diraksud |

Ayal [1) Ava{2)

. Bukan bangunan
Kclompolk 1 : 4 {ahun 25% S L]
Kelompok 2 8 tahun 12.5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6.25% 12.5%

Kelompols 4 20 tahun Fo 10%
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iL.

Bangunan
Permanen ' 20 tahun % -
‘lidak Permanen 10 tahun 1074 -

(7

(B)

(9l

(10)

(11}

{1

2)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketenluan tentang
penyusutan atas harta berwujud yang dimllikd dan digunakan dalam usaha tertentu,
ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Apabila lerjadi pengalihan alau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayal (1) hurul d atau penarikan barta karena sebab lainnya, maka jurniazh nilai
sisa buku harla tersebul dibebankan schagai keruglan dan jumlah harga jual alau
penggantian asuransinya yang dilerima atau diperoleh dibukukan sebagal
penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat
diketahui dengan pastl di masa kemudilan, maka dengdan perselujuan Direktur
Jenderal Pajak junitah selbesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)
dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

Apabila terjadi pengallhan harta yang memenuhl syarat sebagaimana dimaksud
Pasal 4 ayal (3) hurula dan hurul b, yang berupa harla berwujud, maka Jumlah nllas
sisa buku harta terscbut tidak boleh dibebankan sebagal keruglan bagl p[hak yang
mengalihkan.

Kelompok harta berwujud sesval dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud
dalam ayat {5) ditetapkan dengan keputusan Menter Keuangan.”

“Pasal 11A

AmorUsasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran
lalnnya termasuk blaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan
hak pakal yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang digunalkan
untuk mendapatkan. menagih. dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam
bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang mienurun selama
masa manfaat. vang dihitung dengan cara menerapkan laril amortisast atas
pengeluaran tersebut atau atas nflal sisa buku, dan pada akhir masa mant’aa[
dlamorUsasi sekaligus. dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Untuk menghflung amortisasi. masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan scbagai
berikut:
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3

(4)

(5]

(6}

(7)

(8)

Kelempok Harta Masa Manfaat Tarif Amortisasi

Tak berwujud berdasarkan metode
Garis Lurus | Saldo Menurun

Kelompok 1 - 4 fahun 25% 507

Kelompok 2 ) & lahun 12,5% 25%

Kelompok 3 '_ 1G tahun 6.25% 12.5%

Kelompok 4 20 tahun Ya 10%

Pengeluaran untuk blaya pendirian dan biaya perluasan modal sualu perusahaan
dibebankan pada tahun tegadinya pengeluaran atau dlamortisasi sesuai dengan
kelentuan sebagaimana dintur dalam ayal (2).

Amortisasi atas pengeluaran untuk mempereleh hak dan pengeluaran kin vang
mempunyal masa manfaat lebih darl 1 {satu) tahun di bidang penambangan mirvak
dan gas bumi dilakukan dengan mengguitakan melode satuan procduksi,

Amortisasi_atas pengeluaran untuk memperolch hak penambangan selain yang
dimaksud dalam ayat {4). halk pengusahaan huian, dan hak pengusahaan sumber
alam serta hasll alam lainnya yang mempunyal masa manfaat lebili dari 1 [satu)
lahun.-dilakulkan dengan menggunakan melode saluan produksi paling Linggi 20%
{dua puluh persen) setahun.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyal masa
manfaat leblh dari 1 {satu) talwn. dikapilalisasl dan kemudlan dlamortisasl sesual
dengan ketentuan sebagalmana dimaksud dalam ayat (2).

Apabila terjad] pengalihan harta tak benwujud atau hak-hak sebagalmana tersebut
dalam ayat {1). ayat (4), dan ayat [5). maka nllai sisa buku harta atau hak-hak
tersebut dibebankan sebagal kerugian dan jumlah yang dilerima sebagad penggantian
merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebul

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syaral sebagaimana dimiaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huru{ b, yang berupa barta tak berwujud. maka
Jurnlah nilad sisa buku harla lersebul tidak beleh dibebankan sebagai keruglan bagi
pihak yang mengalihkan.”
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Lampiran 5 : Undang-Undang No 10 Tahun 1994 pasal 14

(n

2)

(3)

{4

(3l

(gl

v

"Pasal 14

Nonma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat
dan sempurnakan terus-menerus serta ditertbkan oleh Direklur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari
Rp 600.000.000.00 {enam ratus juta ruptah], boleh menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nelo sebagalmana dimaksud
dalam ayat (1), dengan syarat memberilahukan kepada Direkiur Jenderal Pajak
dalam [angka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Wajik Pajal sebagalmana dimaksud dalam ayal {2) yang menghitung penghasllan
netonya dengan menggunakan Norma Penghllungan Penghiasilan Neto, wajib
menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang
Ketenduan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) yang tidale memberitahukan
kepada Direktur Jenderal Pajak unluk menghitung penghasilan nele dengan
menggunakan Nerma Penghltungan Penghasilan Nelo, dlanggap memliih
menyvelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajale yang wajib menyelenggarakan pembukuan. termasuly Wajily Pajak
scbagaimana dimaksud dalam ayat [3) dan ayat (4), yang ternyala tidalk atau (fdak
scpenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak
mentperlihalkan pencatatan atau pembukuan atau bukli-bukU pendukungnya, maka
penghasllan netonya dihiung berdasarkan Norma Penghilungan Penghasilan Neto atau
car lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,

dihapus

Besamya peredaran brulo sebagalmana dimaksud dalam ayal (2) dapat diubah
deagan keputusan Mentert Keuangan.®




Lampiran 6 : Undang-Undang No 17 Tahun 2000 pasal 17

“Pasal 17

(11 Taril pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah scbagai berikut:

Lapisan Penghasllan Kena Pajak

Tarif Pajak

5.d. Rp 50.000.000,00 {lima pulub jula ruplah)

sampal dengan Rp 25.000.000.00 e
{dua puluh lima juta rupiah) {lima persen)
di atas Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima Juta ruplah) © 10%

{sepuluh persen)

di atas Rp 50.000.000,00 (lina puluh juta rupiah]
5.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

15%
(Ima belas persen)

di atas Rp 200.000.000,00 [dva ratus juta rupiah)

di atas Rp 100.000.000,00 [seratus juta ruplah] 25%
s.d. Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta ruplah) {dua puluh lima persen)
35%

(tga puluh lima persen)
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Lampiran 7 : Keputusan Dirjen No KEP.01/PJ.7/1991

No.
Urut

Kode

Jenis Usaha

Wajih Pajak

115.

116,

117,

118.

6217

6238

G239

6300

Perdagangan eceran mesin-mesin, alat
angkutan dan onderdil/periengkapannya
- Yaiw macam-macam mesin dan per-

lengkapannya. baik untuk keperluan
pertanian. industri. kantor. alat
transpor. mesin pembangkil tenaga,
turhin. triaktor. bulldazes dan mesin-
mesin beral lainnya. macam-macam
mesin kanlor scperti mesin hitung.,
mesin lik, duplikalor, folokopi. mesin
pengolah data. mesin keperluan rumah
tangga seperli mesin cuci. AC. mesin
jahit, mesin pembangkit listrik. mesin
pompa air. dan sejenisnya, macam-
macam alat transportasi darat, laut dan
udara, lermasuk macam-macam onder-
dil dan perlengkapan kendaraan

Perdapangan eceran barang-barang elek-
tronik, perlenskapan listrik. alat komu-
nikasi. fotografi dan oplik

- Yaitu barang-barang elekironik seperti

radio. kasetflape recorder, lelevisi, vi-
deo, amplifier dan perlengkapan sound
system. alal-alar periengkapan listrik
seperti dinamo. ransformer. macani-
miacam kabel listrik. lampu pijar. TL.
sekring. alat-alat rumah tangga seperti
setrika listrik, ala1 pengaduk. kipas
angin. alat komunikasi dan optik se-
perti folografl. optik. pesawat telepon,
telegralftcleks. pemancar radio. wle-
call. intercome dan scjenisnya. macam-
macam lensa dan kamera, mikroskop,
proyektor dan sejenisnya

Perdagangan eceran barang-barang kelon-
lony, superminrket dun warung langsum
- Yuaitu perdagangan eceran macam-

macam hasil tndustri uniuk keperluan
rumah tangga. kantor sekolah, maupun
keperluan perorangan seperli toka
ketontang. 1oko serba ada. supermarket
dan warung langsam

RUMAH MAKAN DAN MINUM
Rumah makap dan minum

Seperti resioran/rumah makan, night
club, catering. restorasi kereta api.
caletaria, kantin, warung nasifkopi dun
sejenisnya. tidak termasuk night ¢lub.
resloran dan bar yang merupakan salah
satw fasilitas hotel don penginapan

Perseorangan
10 Ibu Kota o
Prop. | Lainnya A
10 9 8
10 9 R
10 9 3
20 19 18
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